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PENGHITUNGAN BESARAN TUNy
TUNJANGAN RESES DAN DANA OpE

BUPATI S1m
ALUNGUN
PROVINS) SUMATERA ‘U'I‘ARA
PERATURAN Bupat

I SIMAL 3
NOMOR l> iy TALUNGUN

AHUN 2019

TENTANG

UANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR
ANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
RASIONAL PIMPINAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang : bahwa untuk

Mengingat :

\ TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

melaksanakan  Ketentuan Pasal O Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu

menetapkan Peraturan Bupat Simalungun tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah sebagar Dasgr
Penghitungan  Besaran  Tunjangan  Komunikast  Intensit,
Tunjangan Reses dan Dana Opcerasional - Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Simalungun Tahun

Anggaran 2019.
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Fambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
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Peraturan  Pemerintah Nomor o8 Tahun 2005 tentang
Penpelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 lentang
Pelaporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintall
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
4014,

Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Peranpgkat  Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nc‘ga’ra
Repubhik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
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Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ing vang dimaksud dengan |
Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah vang selanjutnya discbu;
DERD adalal Lembaga Perwakilan Dacrah vang berkedudukan
sehagat wsue penyelenggara Pemermtahan Dacrah.

Pipinan DPRD adalah Pejabat Dacrah vang memegang jabatan
ket dan wakil ketua DPRD Rabupaten Simalungun sesui
denpan Ketentuan PeraturanPperundang-undangan.

Angrota DPRD adalah Pejabat Dacrah vang memegang jabatan

angrota DPRD Rabupaten Simalungun sesuat dengan Peraturan
Perundang-undangan,

Dacrah adalah kabupaten Simalungun.

Kemampuan Reuangan Dacrah adalah Klasiiikasi suatu daerah

uantuk menentukan Kelompok hemampuan Keuangan Dacrah

vany  ditetapkan  berdasarkan formula sebagar  dasar
penghitungan  besaran  tumangan  Komunikast  In
tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

Tunjangan  Komunikasi Intenst{ adalah uang vang dit

setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD

dan Angeota DPRD
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\

» Ay 3N TEANFACHATNIAQ N lavarae A
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9. Anggaran Pendapatap dan B
an  Bg|

- anja Dacrs ane sclanjutnya
disingkat  APBp adalah Ja Dacrah yang sclanju
pemerintahan  daergp, yang

_— ditetapkan dengan Peraturan

Fencana  kcuangan  tahunan

10. Aparatur Sipi] Negara yang se

. lanjutnya disingkat ASN adalah
Pegawai Negeri

-
Sipil Pemerintah K
prgawal Pemerintah Kabupate

kerja yang bekerja p

abupaten Simalungun dan
N Simalungun dengan perjanjian
ada instansi pemerintah.

11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah y

ang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk de

ngan Keputusan Kepala
Dacrah dan dipimpin ol¢

h'sckretaris dacrah yang mempunyai
o3 ]
tuge's menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 lentang  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah  dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah.

PENGELOMP()KAN??EBMI;\MPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
Kemampuan Keuangan Dacrah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, ¢
yaitu:
a. tinggi,
b. sedang; dan
c. rendah
Pasal 3

(1) Penentuan  Kelompok Kemampuan Keuangan  Daerah
sebagaimana  dimaksud = dalam  Pasal 2  dihitung
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil,
dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan
penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(4) Belanja gaji dan tunjangan scbagaimana dimaksud avat (3)
terdiri dari Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan

Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional

Dipindai dengan CamScanner
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mnya
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2 Penphin (o

(') Btunpan e, Kevimpan Duerah sebagnimani
dimakand Py

YL ) dilabebnn oleh Tim  Anggaran
Pemerintaly Daeraly,

Panal 5
Nemampuan Kevnnpan Dacrah dikelompokkan schagai
berikut;

Ao diatas Rp, H50.000.000,000,00 (lima rat

15 lima puluh milyar
rapiah) - dikelompokly, padi

Kemampuan Keuangan Daerah
lingpi;
b, Rp, 300,000,000.,000,00 (tpa ratus  milyar rupiah) sampai

dengan  Rp, H00.000,000.000,00  (lima  ratus lima  puluh

milyar rupinh) dikelompokkan pada Kemampuan

Keuanpan Dacrah sedang; dan
*l

¢ di bawah Rp, J400.000.000.000,00 (lipa ratus milyar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Dacrah rendah.

Pasnl O
L]

(1) Realisasi pendapatan wmum dacrah tahun anggaran 2017

sebapai berikut:

Pendapatan Asli Dacrah Rp. 252.663.015.526,86
Dana Bagi Hasil Rp. 37.920.174.248,00
Dana Alokasi Umum Rp.__1.209.194.704.000,00

Jumlah Rp. 1.499.777.893.774 86

(2) Realisasi belanjn pepawai  tahun anggaran 2017 sebagai
berikul ;
Gaji Pokok ABN Rp. 557.139.902.028,00
Tunjangan Kelunrpa Rp. 48.625.888.508,00

Dipindai dengan CamScanner
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Lonangag g Rp. 11.479.931.500,00

e
- Rp. 39.506.033.100,00
Rp. 5.271.895.000,00°*

Rp. 27.375.796.500,00

Tunjanipan "““}'mmml U
m

Tutheripar Berag

Tunjatipag lul’lr/'l‘un,jmw,::m Khusus Rp. 633.159.435,00
Pemmbitletag Giaji R 6.835.845.00
p_ L0000, v
a3 I((‘f‘nh;lm” Rp. 15.638.335.600,00
e lmnlmm Kecel |
veceluaby, i
lcetnnting 1 Kerja/

Rp. 2.569.111.035,00

Rp.231.217.509.521,00
Gury Rp.  3.439.171.200,00
Tambahag Penghasilan Pegawai ASN Rp. 59.230.603.031,00
Jumlah Rp. 1.002.134.172.303,00

Tojanpan Profes Ciury

Tunjanpun Khusisg

) Pendapatan umum dacrah dikurangi dengan belanja p(,gdel

sipil negara adalah sebesar Rp. 497.643.721. 471 86
(empat ratus sembi;

aparatur o

an puluh tujuh miliar enam ratus empat
pulub tiga juta tujuh ratus du

fujuh puluh g
l' ‘

semampuan keuangan dacrah Kabupaten Simalungun Tahun

Anpparan 2019 pada kelompok scdang.

a puluh satu ribu empat ratus

satu koma delapan puluh enam rupiah).
(4

—~—

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Dengan berlakunya  peraturan ini, maka Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengelompokan
K}:lm_nnpmm {cuangan Dacrah Schagai Dasar Penghitungan
Besaran Tunjangan Kornunikasi Intensil Tunjangan Reses Dan
Dana Operasional Pimpinan  DPRD  Kabupaten Slmalungun
Tahun Anggaran 2019 (Berita Dacrah Kabupaten glmalungUn
Tahun 2018 Nomor 370) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2) Hal-hul yang belum diatur dalam Peraturan Bupali inj akan

dintur selanjutnya dengan Keputusan Bupati Simalungun,.
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